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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBETIDAIYAH MA'ARIF SABILUL MUTTAQIN KABUFPATEN PONOROGD

PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EEA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

+

a,

barhwa dalam rangka meningkathkan akses pendidikan
madrasah vang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyvarakat melalui organisasi  berbadan  hukum  untuk
menyvelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikann:

bahwa masa berlaku izin operasional/pendivian madrassh
sehagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah
habis;

bahwa madrasah schagaimana tercantum dalam Lampiean
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendinan f operasional madrasah;

babwa  berdasarkan  perbmbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huraf b dan huarafl ¢, perlu menetapkan
Keputusan  Menleri  Agama  Republik  Indonesia  tentang
Perpanjangan lzin  Pendirian/Operasional - MADRASAH
[IBTIDAIYAH MA'ARIF SABILUL MUTTAQIN KABUPATEN
PONOROGO Provinst Jaws Timur,

Unidang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem
Pendidikan Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndoncsia Momor 4301);

Peraturan Pemernntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Masional Pendidikan (Lembaran Nepara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4496]) Sebagaimana telah dinbah dengan
Peraturan Pemenntan Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 20035 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Nepgara RHepublik Indonesia Tahun 200153 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 3670);

Peraturan  Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan |[Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 4564];



Memperhatikan

Menetapkan

KESATL

4, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Penpelolaan  dan  Penvelenggaraan  Pendidikan (Lembaran
Megarg Kepublie Indonesia Tahwan 2010 Noowor 23, Tambahano
Lembaran Negara  Republik Indonesia  MNomor  5150)
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Momor 66 Tahun 2010 tentszng Peruhahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 ‘Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penvelenggaraan Pendidikan [Lembaran Mepara Bepublik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5157

Peraturan Menteri Pendidilkan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang  Standar Sarana dan  Prasarana. Untuk  Sckolah
Dasar/Madrazah Ibtidaivah, Sckolah Menengal
Pertama/Madrasah  Tsanawivah, dan Sckolah Menengah
Atas/ Madrasah Alivah;

i

6, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar  Pelavanan Mmimal  Pendidikan i
Kabupaten/Kota sebagaimana telah dinbah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudavasn Momioe 23 Tahun 2013
tentang  Perubahan Alas  Persturan  Menteri  Pendidikan
Masional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan di Kabupaten ! Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penvelenggaran Pendidikan Madrasah [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

4, HKeputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masvarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan [slam Momor 5885
Tahun 2015 lentang Petunjuk Teknis Perpanjangan  [zin
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti
[zin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

: Hekomendasi  dari Kepala  Kantor  Kementerian Agama

KABUPATEN PONOROGO Nomor: Kd 15.2/2/PP.0O0S1104/2016
Tangegal 27 Aprl 2016;

MEMUTLUSKAN :

: KEPUTUSAN MENTER] AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN

PENDIRIAN § OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MAARIF
SABILUL MUTTAQIN KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA
TIMUE.

: Memberikan perpanjangan izin pendirvian/operasional madrasah

kepada madrasah sebapaimana tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA : Pemberian wxin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabul apabila madrasah wvang bersanghutan
melakukan pelanggaran sesudal dengan Ketentian peraturan
perundang-undangan;

KETHGA : Keputusan ind mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetaplkan di Sidoarjo
pada tangpal 4 Januard 2017




LAMPIRAN

KEPUTLISAN MENTERI AGAMA

REPURLIK INDONESIA

MOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

FEMBERIAN [Z1N PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAI IBTIDAIYAIT MA'ARIF SABILUL
MLITTAQIN KABLIPATEN PONOROGOD
PROVINSL JAWA TIMUR

[MENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN [ZIN PENDIRIAN

1 Nama Madrasah MAARIE SABILUL MUTTACIN
2 Momor Statistik Madrasah LII235020016
3 | Alamat Madrasah JL. HASANUDDIN N, 20
[
, DESA NAMBAIK
RECAMATAN BUNGEAL
KABLUPATEN PONOQRECGO
PROVINSI JAWA TIMUE
!
5 | MNama (Organisasi Penyelengegara LEMBAGA PENDIDIEKAN MA'ARIF NLE
3 | Akte Notars Organisasi WO, 04,-, MUNYATI SULLAM, SH., MA
Penyvelengzara
i Pengesahan Alte MNotaris | AHU-T19 AT 0L 08 TAHUM 2015/

Organisasi Penyelengpara

26 JUINT 2013

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA




Mama Madrasah
Alamat
DesaKelurahan
Fecamatan
Kabupatordkola
Provinz

L L

£ Penyelenggara Madrasah
Akia Molaris Penyelenggara
Pengesahan Akbe Motaris
Tanggal Pendinan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDOMNESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : MIS / D2.0016 ] 2017

Diberikan kepads ;

. MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF SABILUL MUTTACQIN
JL. HASANUDINN NCx 20

o MaMBAK

: BUNGEAL

- KABUPATEN PONOROGO

. JAWA TIMUR

. LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NLU

. NO.04- MUNYATI SULLAM, SH., MA

- AHU-119.AH.01.08 TAHUN 2013 / 26 JUNI 2013
- 1 JANUARI 1971

Dengan Momor Statistik Madrasah (NSM):
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DEPFARTEMEN .Jnl'.r‘h’i-l'ln REFUBLIK INDONESIA

YPingam Hladrasal

Moo L,m, 3 Myﬁ- W‘Z-ﬂ i

Adas mams Memeri Agamn Republiks Inderesi denpan ini Kepala Kantor
Wiavah BPepartemen Agama  Propmst Jawi  Timur  memberikan  pragam
TERDAFTAR kepada Madrasaly;

N o

Adamat: Julan

Diesa :

Kecamatan mﬂ'ﬂfg

Knb. /Ko, e

Propinsi 1 JAWA TIMUR
Didirikan pada T e ey lg?"l

“Oleh

sehingga: kepado: Madrasuh yvone bersungkution I.|IhLﬂiq..L|'| Ik menurut hukm
untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran done diperbobehkan ik
mengikuti ujinn persamoan Madmessh Negeri,

Surabaya, :ﬂﬂ%{f R | — S

An: KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPIMSD 1AM A TIMLE

: Iepiitn Badung Pengd:

(Ors ABEULF
1 "HP‘ fra _-...rll.-h'g'




